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BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 90 TAHUN 2020 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan terhadap kebijakan 

pemerintah yang mempengaruhi sistem 

pertanggungjawaban keuangan daerah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 90 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 

Anggaran 2021 perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Pati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

3. Undang-Undang . . . 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5280); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang . . . 
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea 

Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6571); 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

  16. Peraturan . . . 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6177); 

 

21. Peraturan . . . 



- 5 - 
 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

26. Peraturan . . . 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

29. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

 

31. Peraturan . . . 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 

Penyampaiannya; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;  

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik; 

37. Peraturan . . . 
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37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 54),  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 110); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 55); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 

132); 

44. Peraturan . . . 
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44. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Pati tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 58) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak 

Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 70); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 59) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 123); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 11 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 

112); 

48. Peraturan . . . 
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48. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 126); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 97); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114); 

53. Peraturan . . . 
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53. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142); 

54. Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 40), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 70); 

55. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 41), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan 

kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 76); 

56. Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 20); 

57. Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan 

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada 

Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 49), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 75 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara 

Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban 

Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 

Nomor 75); 

58. Peraturan . . . 
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58. Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 79), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 79 

Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian 

Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2019 Nomor 38); 

59. Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 

Nomor 80), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 

Nomor 101); 

60. Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 

Nomor 83); 

61. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 

44); 

62. Peraturan Bupati Pati Nomor 90 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 90); 

MEMUTUSKAN . . . 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 90 TAHUN 2020 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI 

TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 90 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 

Nomor 90) diubah sebagai berikut :  

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) Kepala BPKAD dalam melaksanakan fungsinya selaku 

BUD mengusulkan Kepala Bidang Anggaran, Kepala 

Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Akuntansi, 

Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Bidang PBB-P2 

dan BPHTB, dan Kepala Bidang Aset pada BPKAD 

Kabupaten Pati selaku Kuasa BUD kepada Bupati. 

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten 

Pati selaku Kuasa BUD bertugas : 

1. menyiapkan anggaran kas; 

2. mengusahakan dan mengatur dana yang 

diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 

3. menyiapkan pengesahkan DPA SKPD; 

4. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan 

pemberian jaminan atas nama Pemerintah 

Daerah; dan 

5. menyiapkan dokumen pengeluaran Belanja 

Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja 

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga 

dan Pembiayaan. 

b. Kepala . . . 
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b. Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD 

Kabupaten Pati selaku Kuasa BUD bertugas : 

1. menyiapkan SPD; 

2. menerbitkan dan menandatangani SP2D; 

3. memantau pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran APBD oleh bank dan/atau 

lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 

4. menyimpan uang daerah; 

5. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/menatausahakan investasi daerah; 

6. melakukan pembayaran berdasarkan 

permintaan PA atas beban rekening kas umum 

daerah; 

7. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama 

pemerintah daerah; 

8. melakukan pengelolaan utang daerah; dan 

9. mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan 

sistem penerimaan dan pengeluaran kas 

umum daerah. 

c. Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD Kabupaten 

Pati selaku Kuasa BUD bertugas : 

1. menyiapkan penyusunan kebijakan dan 

pedoman pelaksanaan APBD; 

2. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;  

3. melaksanakan sistem akuntansi dan 

pelaporan Keuangan Daerah; 

4. mengesahkan dan menandatangani Surat 

Pengesahan Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan (SP2BP) dan Surat Pengesahan 

Belanja (SPB); 

5. mengkaji, menganalisis serta menyusun 

informasi keuangan daerah sebagai bahan 

evaluasi dan perencanaan; dan 

6. menyajikan informasi keuangan daerah. 

d. Kepala Bidang Pendapatan pada BPKAD 

Kabupaten Pati selaku Kuasa BUD bertugas : 

1. melakukan pengelolaan piutang daerah sesuai 

bidangnya; 

2. melakukan . . . 
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2. melakukan penagihan piutang daerah sesuai 

bidangnya; 

3. melaksanakan pemungutan pajak daerah 

sesuai bidangnya; 

4. melakukan koordinasi kepada SKPD penghasil 

dalam rangka pemungutan pendapatan asli 

daerah; 

5. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, evaluasi 

dan analisis atas laporan pertanggungjawaban 

bendahara penerimaan pada SKPD; dan 

6. menandatangani dan/atau memvalidasi SKP-

Daerah sesuai bidangnya. 

e. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB pada BPKAD 

Kabupaten Pati selaku Kuasa BUD bertugas : 

1. melakukan pengelolaan piutang daerah sesuai 

bidangnya; 

2. melakukan penagihan piutang daerah sesuai 

bidangnya; 

3. melaksanakan pemungutan pajak daerah 

sesuai bidangnya; 

4. melakukan validasi Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) BPHTB; 

5. menerbitkan Surat Tagihan Pembayaran STP/ 

SKBKB/SKBKBT PBB-P2 dan BPHTB; dan 

6. menandatangani dan/atau memvalidasi SKP-

Daerah BPHTB. 

f. Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Pati 

selaku Kuasa BUD bertugas : 

1. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan 

kekayaan daerah; 

2. melaksanakan kebijakan dan menyusun 

pedoman pengelolaan serta penghapusan 

barang milik daerah; 

3. mempersiapkan dan meneliti kelengkapan 

dokumen pemanfaatan aset daerah; dan 

4. menandatangani berita acara sewa menyewa 

barang milik daerah, berupa tanah, bangunan 

dan peralatan dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahun. 

(4) Kuasa . . . 
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(4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan 

tugasnya kepada BUD. 

(5) Apabila Kuasa BUD berhalangan sementara, maka 

kewenangan sebagai Kuasa BUD dilaksanakan oleh 

BUD atau pejabat lain yang ditunjuk. 

(6) Kuasa BUD dalam melakukan tugasnya dapat 

dibantu oleh Pembantu Kuasa BUD. 

(7) Penunjukan Pembantu Kuasa BUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala SKPKD selaku BUD. 

(8) Pembantu Kuasa BUD sebagaimana pada ayat (6) 

mempunyai tugas : 

a. membantu menyiapkan anggaran kas; 

b. membantu mengusahakan dan mengatur dana 

yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 

c. membantu menyiapkan pengesahkan DPA SKPD; 

d. membantu menyiapkan pelaksanaan pinjaman 

dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah 

Daerah;  

e. membantu menyiapkan dokumen pengeluaran 

Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja 

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan 

Pembiayaan; 

f. membantu menyiapkan SPD; 

g. membantu menerbitkan dan menandatangani 

SP2D; 

h. membantu memantau pelaksanaan penerimaan 

dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau 

lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 

i. membantu menyimpan uang daerah; 

j. membantu melaksanakan penempatan uang 

daerah dan mengelola/menatausahakan investasi 

daerah; 

k. membantu melakukan pembayaran berdasarkan 

permintaan PA atas beban rekening kas umum 

daerah; 

l. membantu melaksanakan pemberian pinjaman 

atas nama pemerintah daerah; 

m. membantu melakukan pengelolaan utang daerah; 

n. membantu . . . 



- 17 - 
 

n. membantu mempersiapkan petunjuk teknis 

pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran 

kas umum daerah; 

o. membantu menyiapkan penyusunan kebijakan 

dan pedoman pelaksanaan APBD; 

p. membantu melakukan pengendalian pelaksanaan 

APBD; 

q. membantu melaksanaan sistem akuntansi dan 

pelaporan Keuangan Daerah; 

r. membantu mengesahkan dan menandatangani 

Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan (SP2BP) dan Surat Pengesahan 

Belanja (SPB); 

s. membantu mengkaji, menganalisis serta 

menyusun informasi keuangan daerah sebagai 

bahan evaluasi dan perencanaan; 

t. membantu menyajikan informasi keuangan 

daerah; 

u. membantu melakukan pengelolaan piutang 

daerah sesuai bidangnya; 

v. membantu melakukan penagihan piutang daerah 

sesuai bidangnya;  

w. membantu melaksanakan pemungutan pajak 

daerah sesuai bidangnya; 

x. membantu melakukan koordinasi kepada SKPD 

penghasil dalam rangka pemungutan pendapatan 

asli daerah; 

y. membantu melakukan rekonsiliasi, verifikasi, 

evaluasi dan analisis atas laporan 

pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada 

SKPD; 

z. membantu menandatangani dan/atau 

memvalidasi SKP-Daerah sesuai bidangnya; 

aa. membantu melakukan pengelolaan piutang 

daerah sesuai bidangnya; 

bb. membantu melakukan penagihan piutang daerah 

sesuai bidangnya; 

cc. membantu melaksanakan pemungutan pajak 

daerah sesuai bidangnya; 

dd. membantu . . . 
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dd. membantu melakukan validasi Surat Setoran 

Pajak Daerah (SSPD) BPHTB; 

ee. membantu menerbitkan Surat Tagihan 

Pembayaran STP/ SKBKB/SKBKBT PBB-P2 dan 

BPHTB; 

ff. membantu menandatangani dan/atau 

memvalidasi SKP-Daerah BPHTB; 

gg. membantu menyimpan seluruh bukti asli 

kepemilikan kekayaan daerah; 

hh. membantu melaksanakan kebijakan dan 

menyusun pedoman pengelolaan serta 

penghapusan barang milik daerah; 

ii. membantu mempersiapkan dan meneliti 

kelengkapan dokumen pemanfaatan aset daerah; 

dan 

jj. membantu menandatangani berita acara sewa 

menyewa barang milik daerah, berupa tanah, 

bangunan dan peralatan dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun. 

2. Ketentuan Lampiran II ditambah 1 (satu) Romawi yaitu 

Romawi IV yang berbunyi sebagai berikut : 

IV. PENGGUNAAN BEA METERAI DALAM 

PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) 

A. Bea Meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 

dikenakan atas dokumen yang menyatakan 

jumlah uang atau menyebutkan penerimaan uang 

dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah). 

B. Dokumen penerimaan uang dengan nilai nominal 

sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) 

tidak dikenakan bea meterai. 

C. Dokumen penerimaan uang kurang atau sampai 

dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan 

penerima lebih dari satu orang, maka cukup 

dibuatkan daftar penerimaan.  

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 30 Januari 2021 

BUPATI PATI, 

 

ttd. 

 

HARYANTO 

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 30 Januari 2021SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

 

 ttd. 

 

SUHARYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 7 

 

 

 

 


